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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN

PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk meningkatkan terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang
berperspektif gender, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pengarusutamaan
gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bahwa peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan  Peraturan Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor
28/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39
Tahun 2008, Perpres No. 38 Tahun 2023, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perencanaan dan pelaksanaan
pengarusutamaan gender di lingkungan KKP, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi,
pendanaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender
Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 45 him.



